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ABSTRAK 
NAMA : Fajar Darmawansyah 
NIM  : 90400114067 
JUDUL :Pengaruh Political Connection dan Multinational Company 
terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai 
Variabel Moderating 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh political connection dan 
multinational company terhadap tax avoidance dengan corporate governance 
sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel di dalam 
penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
konsisten menerbitkan laporan keuangannya dan telah diaudit oleh auditor 
independen dan memperoleh laba dari tahun 2014-2017, adapun sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 14 perusahaan. 
Metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi yang 
didapatkan langsung dari laporan keuangan perusahaan. Data yang digunakan 
dalam penelitian merupakan data sekunder yang dapat diakses melalui website 
resmi www.idx.co.id. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa political connnection berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Multinational company 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Analisis variabel 
moderating menunjukkan bahwa corporate governance mampu melemahkan 
hipotesis political connection terhadap tax avoidance, dan corporate governance 
juga mampu melemahkan multinational company terhadap tax avoidance.  
Implikasi dari penelitian ini diharapkan agar dapat sebagai acuan bagi 
Dirje Pajak dalam memperbaiki atau memperbarui regulasi mengenai praktik 
penghindaran pajak dan bagi pemegang saham atau para politikus yang ikut 
berpartisipasi dalam perusahaan dapat sebagai acuan dalam melakukan praktik 
penghindaran pajak yang semestinya dan tidak merugikan negara. 
 
 
Kata kunci :Political Connection, Multinational Company, Tax Avoidance, 
Corporate Governance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Persaingan ekonomi yang semakin ketat, sasaran utama perputaran roda 
bisnis adalah mengoptimalkan perolehan laba dengan pengeluaran yang minimal. 
Salah satu pengeluaran oleh perusahaan adalah pajak. Pajak merupakan sumber 
yang paling potensial dalam penerimaan negara. Jumlah penerimaan dari sektor 
pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber 
penerimaan yang lain. Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah dengan 
tidak mendapatkan manfaat langsung. Sebagai salah satu sumber pendapatan 
negara yang terbesar, pajak harus mendapat perhatian penuh oleh pemerintah 
maupun Wajib Pajak.  
Hal ini disebabkan karena pajak digunakan oleh negara dalam menopang 
anggaran penerimaan negara sehingga pertumbuhan dan pembangunan nasional 
dapat berjalan dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 
Menurut data APBN (2018), pendapatan Negara diproyeksi sebesar Rp. 1.894,7 
triliun. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun, 
adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 275,4 triliun dan Hibah 
sebesar Rp. 1,2 triliun. Pajak juga menempati posisi paling penting sebagai alat 
untuk menyetabilkan kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara 
di beberapa negera berkembang (Rohman dan Setiyawati, 2015). 
Di dalam islam sumber sumber pendapatan negara dibagi menjadi 2, yakni 
zakat dan non zakat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, 
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karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem 
ekonomi islam. Menurut Kahf (1999), tujuan utama dari zakat adalah untuk 
mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari 
bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. 
Adapun sumber keuangan islam dibagi menjadi 3 jenis, yakni jenis regulasi, jenis 
sukarela, dan jenis kondisional. Jenis regulasi terbagi atas Zakat, Kharaj, Jizyah 
dan Ushur. Jenis sukarela terbagi atas infak-sedekah, wakaf, dan hibah-hadiah. 
Sedangkan jenis kondisional terbagi atas khums, pajak, keuntungan BUMN (Fai), 
dan lain-lain. 
Adapun sumber penerimaan negara di zaman Nabi SAW berasal dari 3 
sumber, yakni dari muslimin terdiri atas Zakat yakni penyerahan atau pemberian 
harta seseorang kepada orang yang berhak untuk menerima. Ushr dan Ushur 
merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang Muslim atau nonmuslim. 
Wakaf merupakan memberikan harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan tanpa 
menghabiskannya atau merusak bendanya dan untuk digunakan untuk kebaikan. 
Amwal Fadhla merupakan harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli 
waris atau berasal dari barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. 
Nawaib merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim karena 
negara kekurangan dana. Infak merupakan pemberikan sukarela dari rakyat demi 
kepentingan ummat dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Shodaqoh atau 
Sedekah merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan ummat 
dengan mengharapkan ridha Allah SWT.  
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Sumber penerimaan dari NonMuslim, Jizyah merupakan sumber pendapatan 
lainnya pada masa awal Islam berupa pajak. Kharaj merupakan harta tanah 
taklukan dan ditetapkan oleh baitulmal. Sumber penerimaan dari lain lain, 
Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. 
Fay atau Fai’ merupakan harta rampasan dari kaum kafir tanpa melakukan 
peperangan atau pengambilan secara paksa. Uang tebusan merupakan sejumlah 
uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. 
Hibah dari negara lain merupakan harta yang diberikan secara percuma oleh 
negara lain kepada negara yang membutuhkan tanpa imbalan sama sekali. 
Pinjaman merupakan suatu jenis hutang yang berupa harta maupun barang.    
Pebisnis membutuhkan kepastian dalam menjalankan bisnis mereka. 
Kepastian yang diharapkan oleh bisnis dalam rangka untuk mempertahankan dan 
melindung bisnis mereka sehingga dapat mempertahankan keberlanjutannya 
(Jamaluddin, 2018). Di sisi lain, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang 
hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang suka rela dalam membayar 
pajak. Salah satu cara untuk menekan pengeluaran pajak adalah melakukan 
penghindaran pajak dengan tanpa melanggar peraturan, cara tersebut dikenal 
dengan sebutan tax avoidance. 
Pemerintah dan Wajib Pajak dihadapkan oleh perbedaan kepentingan dalam 
hal pemungutan pajak. Pemerintah menginginkan agar penerimaan pajak terus 
mengalami peningkatan, sementara bagi sebagian Wajib Pajak ingin 
meminimalisir pembayaran pajak. Tax avoidance sebagai upaya untuk 
menghindari pajak adalah salah satu yang dapat dilakukan oleh perusahaan. 
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Menurut Ampriyanti dan Aryani (2016) Penghindaran pajak (tax avoidance) 
adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar 
peraturan perpajakan.  
Butje dan Tjondro (2014) menyimpulkan bahwa tax avoidance adalah cara 
atau usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau 
meringankan beban pajak dengan tetap patuh pada Undang-Undang perpajakan. 
Tax avoidance tidak termasuk tindakan yang melanggar hukum, melainkan hanya 
mengambil keuntungan dari aturan yang ada untuk meminimalisir kewajiban 
pajak. Walaupun penghindaran pajak menimbulkan kerugian bagi negara karena 
menyebabkan turunnya penerimaan negara, pemerintah tidak dapat memberikan 
sanksi kepada perusahaan karena dalam hukum tidak ada aturan yang dilanggar 
(Butje dan Tjondro, 2014). 
Dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan politik, karena berhasilnya suatu 
bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor politik (Tehupuring dan Rossa, 
2016). Oleh sebab itu, koneksi politik sering dikaitkan dengan praktik 
penghindaran pajak. Hubungan antara pengusaha dan penguasa di Indonesia 
terjadi dengan munculnya pengusaha klien, yaitu pengusaha-pengusaha swasta 
pribumi yang beroperasi di bawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan 
kekuasaan pemerintah (Dharma dan Ardiana, 2016).  
Faccio (2006) mengatakan bahwa perusahaan yang dianggap memiliki 
koneksi politik jika salah satu pemegang saham mayoritas atau salah satu dari 
petinggi perusahaan berlatar belakang politikus. Salah satu peraturan yang 
mengatur tentang politik adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 
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dan 35 yang mengatur sumber keuangan dan batas maksimum sumbangan untuk 
partai politik. Peraturan ini dibuat karena diakui adanya hubungan timbal balik 
antara pelaku bisnis dan partai politik. Dimana letak hubungan tersebut, partai 
politik membutuhkan dana untuk keperluan kampanye dan lainya sedangkan 
pelaku bisnis membutuhkan keringanan pajak, penerimaan proyek pemerintah dan 
kemudahan perizinan serta kebijakan yang menguntungkan pelaku bisnis. 
Selain koneksi politik, perusahaan skala global atau biasa disebut dengan 
multinational company juga kerap menjadi faktor dilakukannya penghindaran 
pajak. Menurut Hidayah (2015), perusahaan yang beroperasi lintas Negara 
memiliki kemungkinan melakukan tax avoidance lebih tinggi dibanding 
perusahaan yang beroperasi lintas domestik. Kegiatan ekonomi lintas negara tentu 
akan melibatkan paling sedikit dua negara yang berbeda yang masing-masingnya 
memiliki peraturan pajak masing-masing. Perbedaan peraturan pajak yang 
dilandasi kepentingan masing-masing negara itu dapat menimbulkan terjadinya 
pembayaran pajak berganda (double taxation) terhadap penghasilan yang 
diperoleh pelaku usaha (Tiono dan Sadjiarto, 2013).  
Dalam dunia perpajakan, segala transaksi yang dilakukan oleh perusahaan 
multinasional memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Hakikatnya, 
perusahaan-perusahaan tersebut ingin memperoleh keuntungan sebanyak-
banyaknya. Untuk itu, perusahaan multinasional memanfaatkan luasnya ruang 
ekonomi global dalam menciptakan ruang abu-abu yang bisa dijadikan sarana 
untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran 
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pajak, skema transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan multinasional 
(Karomatunnisa, 2016). 
 Transfer pricing adalah salah satu cara penghindaran pajak yang banyak 
dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan mengalihkan penghasilan serta 
biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dari suatu negara 
kepada cabang perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda. Bagi 
pemerintah, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya 
potensi penerimaan pajak suatu negara (Lingga, 2012). Menurut Sentanu dkk 
(2016) menyatakan bahwa di Indonesia, transfer pricing juga sudah marak 
dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dalam penelitian oleh Nurhayati (2013) 
menjelaskan bahwa perusahaan multinasional yang biasanya menerapkan 
desentralisasi operasi dengan cara membagi perusahaannya atas pusat-pusat 
pertanggungjawaban baik itu pusat biaya maupun pusat penghasilan, telah 
memanfaatkan transfer pricing sebagai alat untuk menghindari pajak. Penelitian 
oleh Sari dan Hunar (2015) menyatakan bahwa transfer pricing bukanlah tindakan 
yang ilegal selama mengikuti aturan yang disepakati Organisation for Economic 
Co-Operation and Development (OECD) dan sesuai dengan arm’s length 
principles (prinsip kewajaran dan kelaziman usaha). 
Mulyani dkk (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan peraturan 
perpajakan diatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 
Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
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Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
Wajib Pajak yang bersangkutan. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha 
yang dilakukan perusahaan akan dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang perpajakan. 
Fenomena penghindaran pajak ini juga dapat ditemukan pada perusahaan-
perusahaan besar seperti apple, google, dsb. Hadirnya negara-negara yang 
memiliki tingkat pajak rendah, membuat beberapa perusahaan kerap kali 
melarikan kekayaannya pada negara-negara yang lazim disebut dengan tax havens 
atau tax heaven. Seperti pada kasus Upaya penghindaran pajak dari perusahaan 
global juga terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa 
sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 
1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012. Begitu besarnya penghindaran 
pajak yang dilakukan perusahaan global tersebut menjadi salah satu fokus 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini. Hal itu disebut intensifikasi pajak 
dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Jaringan perusahaan PMA di 
berbagai negara memang memungkinkan upaya penghindaran pajak. Pengalaman 
Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan secara terstruktur. Akhir 
tahun 2012, badan pajak Inggris HMRC (HM Revenue and Customs) menisik 
pelaporan pajak 4 perusahaan global. Pertama, kasus franchisor kedai kopi asal 
Amerika Serikat (AS). Parlemen Inggris menyoroti laporan keuangan franchisor 
yang menyatakan rugi sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008-2010 dan tidak 
membayar pajak PPh (pajak penghasilan) badan pada 2011. Dalam laporan ke 
investor, franchisor menyatakan omset selama 2008-2010, senilai 1,2 milyar 
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pounds (Rp 18 trilyun). Modus franchisor ini dengan membuat laporan keuangan 
seolah rugi dengan tiga cara yaitu: 
1. Membayar royalti offshore licensing atas desain, resep dan logo ke 
cabangnya di Belanda. 
2. Membayar bunga utang sangat tinggi, dimana utang tersebut justru 
digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. 
3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman 
barang langsung dari negara produsen, dan tidak masuk ke Swiss. 
Kasus kedua yaitu laporan pajak perusahaan internet search engine kakap 
berbasis di AS. Perusahaan ini meraih revenue di Inggris 398 juta pounds pada 
tahun 2011, tapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan 
cabang Inggris kemudian ditransfer ke cabang di Irlandia, Belanda dan berakhir di 
Bermuda. Negara Bermuda adalah tax havens country yang tidak memungut PPh 
badan. Kasus ketiga, pajak bonus karyawan investment banking dari AS. Agar 
pembayaran bonus ini tidak terdeteksi, karyawan investment banking cabang 
Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke investment banking 
cabang AS.  
Dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investment banking cabang Inggris 
tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas kecurangan ini, investment 
banking cabang Inggris harus membayar denda 500 juta pounds (Rp 7,5 trilyun). 
Kasus keempat, skandal bunga pinjaman Perusahaan Air Minum (PAM) swasta 
Inggris. PAM ini meminjam dari induknya di Hongkong yang mengeluarkan 
eurobond melalui tax havens countries di Channel Islands dan Cayman Island. 
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Anak usaha di Inggris meminjam dari induknya lebih dari 1 milyar pounds (Rp 15 
trilyun) dengan suku bunga 11 persen atau sekitar Rp 1,65 trilyun per tahun. 
Menurut aturan Inggris, pembayaran bunga ke luar negeri dipotong pajak 20 
persen, kecuali pinjaman obligasi eurobond. Dengan meminjam eurobond di 
Channel Islands dan Cayman Island, PAM swasta "menghemat" pajak bunga 
pinjaman 20 persen dari Rp 1,65 trilyun atau sekitar Rp 330 milyar (22 juta 
pounds).  
Padahal secara akumulasi pembayaran bunga pinjaman perusahaan air 
minum di Inggris setahun sebesar 2,1 milyar pounds. Dengan pajak bunga 20 
persen, kerugian Inggris dari penghindaran pajak bunga senilai 420 juta pounds 
atau sekitar Rp 6,3 trilyun. Penghindaran pajak lazim dilakukan perusahaan global 
dengan cabang di berbagai negara. Modusnya usang tapi selalu berhasil. Modus 
pertama, pembayaran biaya manajemen royalti atas HAKI (Hak Atas Kekayaan 
Intelektual) atas logo dan merek kepada perusahaan induk. Peningkatan royalti 
akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga 
PPh badan juga turun. Jika tarif tax treaty untuk pajak royalti hanya 10 persen dan 
tarif PPh badan adalah 25 persen, maka Indonesia kehilangan 15 persen PPh. 
Modus kedua, pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan 
baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan se-grup yang berdiri di 
negara bertarif pajak rendah. Modus ketiga, berutang atau menjual obligasi 
kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga 
sangat tinggi.  
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Tingkat suku bunga tinggi ini adalah dividen terselubung ke perusahaan 
induk. Modus keempat, menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai 
headquarters) ke negara bertarif pajak tinggi (cost center) seperti Inggris dan 
mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (profit center) seperti 
Bermuda. Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu 
membayar pajak korporasi. Modus kelima, menarik dividen lebih besar dengan 
menyamarkan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak 
korporasi. Modus terakhir dengan mengecilkan omzet penjualan.  
Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif 
pajak rendah, sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari cabang 
tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir. Sementara itu di 
Indonesia sendiri, Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum 
melepas jabatannya mengatakan, terdapat tren profit shifting atau pemindahan 
keuntungan yang marak dilakukan kalangan pengusaha di Indonesia. Perusahaan-
perusahaan multinasional corporation di Indonesia, banyak sekali yang 
melakukan praktik profit shifting. Sehingga membayar pajak di bawah yang 
seharusnya dibayar oleh mereka (Ortax, 2018).  
Masalah penghindaran pajak telah menimbulkan kontradiksi antara 
pemerintah dan pengusaha, di mana pemerintah menginginkan penerimaan pajak 
yang maksimal untuk pendapatan negara sementara pengusaha ingin menekan 
kewajiban pajak untuk meningkatkan laba. Pengusaha melakukan penghindaran 
pajak berawal dari niat individu untuk melakukan hal tersebut, maka disini Theory 
of Planned Behavior (TPB), dimana  teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1988) 
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teori ini berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam 
konteks tertentu. Theory of Plannend Behavior mengemukakan bahwa pembentuk 
perilaku adalah adanya niat seseorang untuk berperilaku. Seseorang bertindak 
patuh atau tidak terhadap pajak setelah sebelumnya terdapat keinginan terlebih 
dahulu dalam dirinya (Wahyuni dkk, 2017).  
Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu behavioral beliefs, 
normative beliefs, dan control beliefs, secara berurutan behavioral beliefs akan 
menghasilkan sikap terhadap perilaku baik ataupun buruk, normative beliefs akan 
menghasilkan norma subjektif, dan control beliefs akan menghasilkan kontrol 
yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). 
B. Rumusan Masalah 
Pajak merupakan sumber dana terbesar bagi Negara. Bagi pemerintah, 
memaksimalkan pajak adalah tujuan yang patut untuk dicapai. Namun bagi 
perusahaan yang berorientasi laba tentu akan berusaha agar kewajiban pajak yang 
akan dikeluarkan dapan ditekan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan 
kontradiksi. Adanya tax avoidance yang dikenal sebagai praktik penghindaran 
pajak secara legal adalah salah satu bentuk upaya perusahaan untuk menekan laba 
tanpa harus melanggar peraturan perpajakan, didukung oleh faktor-faktor yang 
memungkinkan perusahaan untuk lebih agresif dalam praktik penghindaran pajak. 
Berdasarkan dari apa yang telah diungkapkan pada latar belakang, dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance? 
2. Apakah perusahaan multinasional berpengaruh terhadap tax avoidance? 
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3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap  tax avoidance yang 
dimoderasi oleh Corporate Governance? 
4. Apakah perusahaan multinasional berpengaruh terhadap  tax avoidance 
yang dimoderasi oleh Corporate Governance? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik berpengaruh terhadap tax 
avoidance. 
2. Untuk mengetahui pengaruh perusahaan multinasional berpengaruh 
terhadap tax avoidance. 
3. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik berpengaruh terhadap tax 
avoidance yang dimoderasi oleh Corporate Governance. 
4. Untuk mengetahui pengaruh perusahaan multinasional berpengaruh 
terhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh Corporate Governance. 
D. Definisi Operasinal dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen, variabel 
independen, dan variabel moderasi. Variabel dependen yang digunakan adalah 
Tax Avoidance, variabel independen adalah Political Connetion dan Multinational 
Company, dan variabel moderasi adalah Corporate Governance. 
a. Variabel Independen (X) 
1) Political Connections (X1) 
Faccio (2006) menyatakan sebuah perusahaan dikatakan memiliki koneksi 
politik jika paling kurang satu pemegang saham utama atau satu dari pimpinan 
merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan 
tokoh atau partai. Koneksi politik diukur dengan variabel dummy dengan 
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memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah 
anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau 
partai dan 0 jika tidak ada kepemilikan pemerintah. 
2) Multinational Company (X2) 
Menurut Hidayah (2015) perusahaan yang beroperasi lintas negara adalah 
perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional diukur dengan variabel 
dummy dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang tergolong skala global 
atau multinasional dan 0 untuk perusahaan yang tidak termasuk multinasional. 
b. Variabel Dependen (Y) 
1) Tax Avoidance (Y) 
Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan legal utilization atau legal 
arrangements of tax fair’s affairs yaitu suatu perbuatan legal dengan 
memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan beban 
pajak penghasilan yang seharusnya dibayar (Mulyani dkk, 2014). Tax avoidance 
dapat diukur dengan logaritma natural atas effective tax rate (ETR). Tingkat 
penghindaran pajak yang rendah digambarkan dengan nilai ETR yang tinggi 
sebaliknya, tingkat penghindaran pajak yang tinggi ditunjukkan dengan nilai ETR 
yang rendah. 
                  
                
                  
 
c. Variabel Moderating (M) 
1) Corporate Governance (M) 
CG adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 
antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja 
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perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi 
tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam 
manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan 
yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan 
(Santoso, 2014). 
                    
                                 
               
 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dirancang untuk melihat pengaruh antara variabel independen 
yaitu, Political Connection dan Multinational Company terhadap Tax Avoidance 
dengan Corporate Governance sebagai variabel moderating. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan data sekunder, laporan keuangan tahun 2014-
2017 perusahaan keuangan yang listing di BEI dan termasuk perusahaan 
multinasional. 
E. Penelitian Terdahulu 
Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu 
Nama  Judul Penelitian  Metode Penelitian Hasil Penelitian 
I Made 
Surya 
Dharma 
dan Putu 
Agus 
Ardiana 
(2016) 
Pengaruh 
Leverage, 
Intensitas Aset 
Tetap, Ukuran 
Perusahaan, dan 
Koneksi Politik 
Terhadap Tax 
Avoidance 
Metode  Kuantiatif 
dengan pendekatan 
deskriptif dengan 
penentuan sampel 
menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling.  
1. Leverage berpengaruh positif terhadap 
Tax Avoidance. 
2. Intensitas Aset Tetap berpengaruh 
terhadap Tax Avoidance. 
3. Ukuran Perusahaan berpengaruh 
terhadap Tax Avoidance. 
4. Koneksi Politik berpengaruh terhadap 
Tax Avoidance. 
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Eka Puji 
Hardianti 
(2015)  
Analisis Tindakan 
Penghindaran 
Pajak Pada 
Perusahaan Yang 
Mempunyai 
Koneksi Politik 
(Studi Pada 
Perusahaan BUMN 
Yang Terdaftar Di 
Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 
Periode 2010 – 
2013) 
Metode  Kuantiatif 
dengan pendekatan 
deskriptif dengan 
penentuan sampel 
menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling. 
Berdasarkan penelitian tersebut 
menyatakan bahwa koneksi politik yang 
dimiliki oleh perusahaan (BUMN) terbukti 
digunakan untuk melakukan tindakan 
penghindaran pajak. Semakin tinggi 
koneksi politik yang dimiliki suatu 
perusahaan semakin tinggi pula 
kecenderungan tindakan penghindaran 
pajak. 
Stella 
Butje 
dan Elisa 
Tjondro 
(2014) 
Pengaruh Karakter 
Eksekutif dan 
Koneksi Politik 
Terhadap Tax 
Avoidance 
Metode  Kuantiatif 
dengan pendekatan 
deskriptif dengan 
penentuan sampel 
menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling. 
1. Karakter Eksekutif berpengaruh 
signifikan terhadap Tax Avoidance. 
2. Koneksi Politik berpengaruh signifikan 
terhadap Tax Avoidance. 
Nurul 
Hidayah 
(2015) 
Pengaruh 
Perusahaan 
Keluarga, 
Multinational 
Company, Dan 
Kepemilikan 
Institusional 
Terhadap Tax 
Avidance 
Metode  Kuantiatif 
dengan pendekatan 
deskriptif dengan 
penentuan sampel 
menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling. 
1. Perusahaan Keluarga berpengaruh 
signifikan terhadap Tax Avoidance. 
2. Multinational Company berpengaruh 
signifikan terhadap Tax Avoidance. 
3. Kepemilikan Institusional berpengaruh 
signifikan terhadap Tax Avoidance. 
Indah 
Dewi 
Nurhayat
i (2013) 
Evaluasi Atas 
Perlakuan 
Perpajakan 
Terhadap Transaksi 
Transfer Pricing 
Pada Perusahaan 
Multinasional di 
Indonesia 
Metode Kualitatif 
dengan prosedur 
kegiatan dan teknik 
penyajian finalnya 
secara deskriptif 
analisis. 
Berdasarkan penelitian tersebut 
menyatakan bahwa berkenaan dengan 
masalah transfer pricing, dalam akuntansi 
komersial tidak ada ketentuan yang 
sifatnya khusus mengatur transfer pricing, 
akan tetapi dalam standar akuntansi 
komersial yang dikeluarkan oleh IAI 
(Ikatan Akuntan Indonesia) dapat 
ditemukan pernyataan yang berkaitan 
dengan hubungan istimewa. PSAK No.7 
merupakan pernyataan standar akuntansi 
keuangan yang mengatur tentang 
pengungkapan pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa dan 
transaksi antara perusahaan pelapor dan 
pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa.Sedangkan akuntansi perpajakan 
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lebih menitik beratkan pada penyusunan 
Surat Pemberitahuan dan pertimbangan 
konsekuensi perpajakan terhadap transaksi 
atau kegiatan perusahaan. 
 
Gusti 
Ayu 
Widya 
Lestari 
dan 
I.G.A. 
Asri 
Dwija 
Putri 
(2017) 
Pengaruh 
Corporate 
Governance, 
koneksi politik, dan 
leverage terhadap 
penghindaran pajak 
Metode  Kuantiatif 
dengan pendekatan 
deskriptif dengan 
penentuan sampel 
menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling. 
1. Corporate Governance berpengaruh 
positif terhadap penghindaran pajak 
2. Koneksi politik tidak berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak 
3. Leverage berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak 
Ronald 
Tehupuri
ng dan 
Ellia 
Rossa 
(2016) 
Pengaruh koneksi 
politik dan kualitas 
audit terhadap 
praktik 
penghindaran pajak 
di lembaga 
perbankan yang 
terdaftar di pasar 
modal Indonesia 
periode 2012-2014 
Metode  Kuantiatif 
dengan pendekatan 
deskriptif dengan 
penentuan sampel 
menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling. 
1. Koneksi politik berpengaruh negatif 
terhadap praktik penghindaran pajak 
2. Kualitas audit tidak berpengaruh 
terhadap praktik penghindaran pajak 
Sri 
Mulyani, 
Darmint
o, dan 
M.G Wi 
Endang 
N.P 
(2014) 
Pengaruh 
Karakteristik 
perusahaan, 
koneksi politik dan 
reformasi 
perpajakan 
terhadap 
penghindaran pajak 
(studi pada 
perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di bursa 
efek tahun 2008-
2012) 
Metode  Kuantiatif 
dengan pendekatan 
deskriptif dengan 
penentuan sampel 
menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling. 
1. Leverage berpengaruh signifikan 
terhadap penghindaran pajak. 
2. Intensitas modal (capital intensity) 
berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak. 
3. Koneksi politik berpengaruh signifikan 
terhadap penghindaran pajak. 
4. Reformasi perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Agung 
Wibawa, 
Wilopo, 
dan 
Yusri 
Abdillah 
(2016) 
Pengaruh Good 
Corporate 
Governance 
terhadap 
penghindaran pajak 
(studi pada 
perusahaan 
Metode  Kuantiatif 
dengan pendekatan 
deskriptif dengan 
penentuan sampel 
menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling. 
1. Komite audit perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak. 
2. Kualitas auditor eksternal berpengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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terdaftar di indeks 
bursa SRI KEHATI 
tahun 2010-2014) 
Dina 
Marfirah 
dan Fazli 
Syam BZ 
(2016) 
Pengaruh 
corporate 
governance dan  
leverage terhadap 
tax avoidance pada 
perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di bursa 
efek indonesia 
(BEI) tahun 2011-
2015 
Metode  Kuantiatif 
dengan pendekatan 
deskriptif dengan 
penentuan sampel 
menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling. 
1. Kepemilikan institusional berpengaruh 
terhadap tax avoidance padda 
perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-
2015 
2. Dewan Komisaris berpengaruh 
terhadap tax avoidance padda 
perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-
2015 
3. Kualitas audit berpengaruh terhadap tax 
avoidance padda perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2011-2015 
4. Komite audit berpengaruh terhadap tax 
avoidance padda perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2011-2015 
5. Leverage berpengaruh terhadap tax 
avoidance padda perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2011-2015 
 
F. Hipotesis Penelitian 
1. Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance 
Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi 
politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham besar atau salah satu 
pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris 
adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau 
partai politik. Penelitian ini untuk membuktikan ada atau tidaknya koneksi politik 
suatu perusahaan yang menggunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan 
langsung oleh pemerintahan terhadap perusahaan. 
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Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah akan terdapat hubungan yang 
sangat dekat antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah sebagai pemilik 
perusahaan berkepentingan atas perusahaan untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan dalam bentuk pengembalian investasi atas perusahaan tersebut dengan  
salah satu cara menekan pajak yang terutang (Handayani, 2013). 
H1: Political Connection berpengaruh terhadap tax avoidance 
2. Pengaruh Multinational Connection terhadap Tax Avoidance 
Hidayah (2015) menyatakan bahwa era globalisasi mendorong perusahaan 
untuk melakukan dengan melakukan price discount. Selain itu, tindakan tax 
avoidance meningkatkan peluang perusahaan diaudit oleh pemeriksa pajak. Jika 
perusahaan terkena sanksi perluasan perdagangan yang semula hanya beroperasi 
lintas dalam negeri menjadi operasi lintas negara dengan membuka agen atau 
cabang. Multinasional Company adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara. 
Perusahaan yang beroperasi lintas Negara memiliki kemungkinan melakukan tax 
avoidance lebih tinggi dibanding perusahaan yang beroperasi lintas domestik.  
Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dalam arti 
perusahaan-perusahaan multinasional Indonesia yang  mempunyai unit (anak 
perusahaan, cabang, atau perwakilan) di luar negeri, maupun perusahaan-
perusahaan multinasional di luar negeri yang mempunyai unit (anak perusahaan, 
cabang, atau perwakilan) di Indonesia pada umumnya akan menggunakan sistem 
transfer pricing, untuk mencapai salah satu tujuannya yaitu memaksimalkan 
keuntungan dengan berupaya meminimalkan beban pajaknya, terutama pajak 
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penghasilan badan (Corporate income tax) (Gunadi, 1997; dalam Karomatunnisa, 
2016). 
H2: Multinational Company berpengaruh terhadap tax avoidance 
3. Pengaruh Corporate Governance dalam memoderasi Political 
Connection terhadap Tax Avoidance  
Menurut Butje dan Tjonro (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan 
koneksi politik mampu melakukan tax planning yang lebih agresif karena adanya 
perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada menurunnya transparansi 
laporan keuangan. Kualitas laba dalam laporan keuangan oleh perusahaan dengan 
koneksi politik secara signifikan lebih buruk dibandingkan perusahaan sejenis 
yang tidak memiliki koneksi politik. Koneksi politik memungkinkan perusahaan 
untuk melakukan Tax Avoidance yang lebih tinggi, dimana perusahaan 
meminimalkan beban pajak sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi 
perusahaan, baik denda ataupun buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Hal 
tersebut juga mencerminkan lemahnya penerapan Corporate Governance. 
Struktur Corporate Governance mempengaruhi cara perusahaan dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dewan komisaris merupakan elemen 
penting dalam Corporate Governance yaitu dewan yang memiliki tugas 
mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan 
nasihat kepada direksi (Fadhila, 2014). Dengan adanya dewan komisaris 
diharapkan mampu memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari tindakan tax 
avoidance. 
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H3: Corporate Governance memoderasi pengaruh Political Connection terhadap 
tax avoidance 
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4. Pengaruh Corporate Governance dalam memoderasi Multinational 
Company terhadap Tax Avoidance  
Era globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan perluasan 
perdagangan yang semula hanya beroperasi lintas dalam negeri menjadi operasi 
lintas negara dengan membuka agen atau cabang. Multinasional Company adalah 
perusahaan yang beroperasi lintas negara. Perusahaan yang beroperasi lintas 
negara memiliki kemungkinan melakukan tax avoidance lebih tinggi dibanding 
perusahaan yang beroperasi lintas domestik (Hidayah, 2015), karena mereka bisa 
saja melakukan transfer laba (transfer pricing) ke perusahaan yang berada di lain 
negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah 
dibandingkan negara lainnya (Rego, 2003). 
Transfer Pricing dan Tax Avoidance memiliki dua sisi yang berbeda, di satu 
sisi menguntungkan perusahaan namun di samping itu dapat menimbulkan 
kerugian bagi negara. Konsep Corporate Governance muncul untuk 
meminimalkan potensi terjadinya kecurangan ataupun tindakan yang menyalahi 
aturan. Pelaksanaan Corporate Governance sangat dibutuhkan untuk menjaga 
kelangsungan hidup perusahaan (Supit, 2016). 
H4: Corporate Governance memoderasi pengaruh Multinational Company 
terhadap tax avoidance 
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G. Manfaat Penelitian 
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
Manfaat Teoretis: Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hal-hal yang 
berkaitan dengan tax avoidance dengan hasil yang beragam. Hasil dari penelitian 
ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk perbandingan berbagai hasil riset dan 
kesesuian dengan teori yang dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Teori 
Theory of planned behavior (TPB) yang dikembangkan Tahun 1967, kemudian 
teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein, di 
mana teori ini memiliki asumsi bahwa adanya niat niat untuk berperilaku yang 
ditampilkan oleh individu, sementara niat untuk berperilaku itu muncul karena 
ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu behavioral beliefs, normatif beliefs, control 
beliefs. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, sebelum terjadinya 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, penghindaran pajak berawal 
dari adanya niat perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Dengan penelitian ini 
diharapkan agar mengurangi tingkat terjadinya penghindaran pajak agar dapat 
diuraikan penyelesaian masalahnya. 
Manfaat Praktis: Bagi para politikus yang merangkap sebagai pelaku bisnis 
diharapkan mampu memanfaatkan penghindaran pajak secara legal sebagaimana 
mestinya, artinya penghindaran pajak yang dilakukan adalah sesuatu yang wajar 
dan bagi lembaga yang berwenang dalam pemungutan pajak agar lebih tegas 
dengan menetapkan persyaratan khusus dalam praktik penghindaran pajak 
terhadap perusahaan multinasional maupun BUMN, selain itu faktor-faktor yang 
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dikaitkan dalam potensi penghindaran pajak yang dimasukkan dalam penelitian 
ini dapat menjadi pertimbangan untuk pengendalian terhadap Wajib Pajak. Bagi 
pemerintah diharapkan agar dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi mengenai 
praktik-praktik penghindaran pajak perusahaan. Sehingga sangat dihimbau 
pemerintah dapat lebih tegas dalam memutuskan kebijakan yang tepat dalam 
menangani praktik penghindaran pajak khususnya bagi perusahaan yang memiliki 
potensi besar. 
Manfaat Regulasi: Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi regulator 
sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan pembaruan dalam regulasi, 
khusunya pada Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 36 Pasal 18, yang mengatur 
tentang transaksi antar pihak yang memilki hubungan istimewa. Perlu adanya 
penekanan tentang sanksi yang akan dikenakan apabila Wajib Pajak bertindak 
tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Selain itu, hubungan 
istimewa yang disebutkan dalam ayat 4 masih mengandung ambiguitas. Adanya 
perbedaan dalam ketentuan perpajakan pada masing-masing negara juga 
terkadang memicu perusahaan untuk melakukan tax avoidance, oleh karena itu 
penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan untuk 
membuat regulasi penyelarasan peraturan pajak internasional sebagaimana 
keselarasan Standar Akuntansi Keuangan internasional yang mengacu pada IFRS. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Theory Of Planned behavior 
Theory of planned behavior (TPB) dikembangkan Tahun 1967, kemudian 
teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein, 
mulai tahun 1980, teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia 
dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Teori ini 
menjelaskan bahwa adanya niat niat untuk berperilaku yang ditampilkan oleh 
individu, sementara niat untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 
faktor penentu yaitu: 1) behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil 
dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome 
evaluation), 2) normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang 
lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and 
motivation to comply), dan 3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan 
hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan 
(control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung 
dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power) (Basri dan Surya, 2014). 
Secara keseluruhan, kepercayaan-kepercayaan perilaku membentuk suatu 
sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku, kepercayaan normatif 
menghasilkan tekanan sosial atau norma subyektif, dan kepercayaan kontrol 
perilaku persepsian kemudian akan menimbulkan niat perilaku (behavioral 
intention) (Afdalia dkk, 2014). Menurut Mayer dkk (1995) menyatakan bahwa 
ketiga dimensi TPB merupakan suatu dasar dari kepercayaan (trust). Turst adalah 
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suatu keinginan dari individu agar peka pada tindakan orang lain dengn harapan 
individu tersebut akan melakukan tindakan tertentu terhadap individu yang dapat 
mempercayainya, tanpa adanya pertimbangan terhadap kemampuannya untuk 
mengawasi dan mengendalikannya. Woro dan Supramono (2013) trust atas sistem 
perpajakan akan menimbulkan kesadaran atau niat atas pajak. 
a. Sikap Wajib Pajak 
Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan (Alvin, 2014). 
Menurut Afdalia dkk (2014) menyatakan bahwa sikap individu terhadap suatu 
perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh 
perilaku tersebut, yang di istilahkan dengan behavioral belief (keyakinan terhadap 
perilaku). Keyakinan terhadap perilaku menghubungkan perilaku dengan hasil 
tertentu, atau beberapa atribut lainnya seperti biaya atau kerugian yang terjadi saat 
melakukan suatu perilaku.  Dengan kata lain, seseorang yang yakin bahwa sebuah 
tingkah laku dapat menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut 
akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. 
b. Norma Subjektif  
Norma subyektif merupakan kekuatan pengaruh pandangan orang-orang 
disekitar terhadap perilaku kepatuhan pajak. Norma subyektif merupakan persepsi 
yang bersifat individual terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak 
melakukan perilaku tertentu (Alvin, 2014). Menurut Afdalia dkk (2014) norma 
subyektif didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial 
yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Individu memiliki 
keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu akan menerima atau tidak 
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menerima tindakan yang dilakukannya. Apabila individu menyakini apa yang 
menjadi norma kelompok maka individu akan mematuhi dan membentuk perilaku 
yang sesuai dengan kelompoknya. Norma subyektif ini memberikan pandangan 
sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti individu lain, jika 
seseorang merasa bahwa itu ada hak pribadinya untuk menentukan apa yang 
dilakukan bukan ditentukan orang lain. 
c. Kontrol Perilaku Wajib Pajak 
Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol dari luar 
yang diyakini tax professional yang akan menghambat mereka dalam 
menampilkan kepatuhan pajak (Ajzen, 2002). Menurut Alvin (2014) semakin 
besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat nilai seseorang 
untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi 
pengendalian yang nyata dilapangan (actual behavioral control) niat tersebut akan 
diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Keberhasilan kinerja dan perilaku 
tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengontrol faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi perilaku, walaupun kontrol kemauan (volitional control) adalah 
salah satu yang paling memengaruhi perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor 
yang lain, keterbatasan-keterbatasan personal hambatan-hambatan eksternal dapat 
juga mengganggu kinerja dari perilaku (Ajzen, 1991). 
B. Compliance Theory 
Teori kepatuhan (Compliance Theory) merupakan teori yang 
menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap pemerintah atau 
aturan yang berlaku. Suyapto dan Lasmana (2014) mengemukakan bahwa 
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kepatuhan pajak memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan self assesment 
system. Menurut puspitasari dkk (2015) kepatuhan pajak merupakan implikasi 
dari adannya sebuah hubungan kontraktual antara kewajiban dan hak dari masing 
masing pihak. Masalah yang sering timbul kemudian adalah berkaitan dengan 
kehendak Wajib Pajak dalam melaporkan semua informasi terkait. Sering kali 
sebab adanya kepentingan khusus, Wajib Pajak lebih memilih untuk melakukan 
penghindaran pajak demi mengefisienkan pengeluaran. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam rangka Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Pasal 1 menyebutkan bahwa Wajib 
Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh 
adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak. 
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
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C. Penghindaran Pajak (Tax avoidance) 
Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan legal utilization atau legal 
arrangements of tax fair’s affairs yaitu suatu perbuatan legal dengan 
memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan beban 
pajak penghasilan yang seharusnya dibayar (Mulyani dkk, 2014). Tax avoidance 
(penghindaran pajak) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan 
oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini 
memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi 
perusahaan dimata publik (Hidayah, 2015). Meminimalisasi beban pajak dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam garis 
peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. 
Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui 
manajemen pajak. 
Mulyani dkk (2014) mengklasifkasikan penghindaran pajak menjadi dua 
yaitu: (a) Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-
hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan 
secara aktif apalagi agresif oleh para Wajib Pajak, dan (b) Perlawanan aktif 
mancakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 
ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. 
Di banyak negara penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak 
yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation) dan 
yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance). Artinya, penghindaran 
pajak dapat saja ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan 
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penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik. Transaksi akan 
disebut sebagai unacceptable tax avoidance atau aggressive tax avoidance apabila 
memiliki ciri antara lain tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata 
untuk menghindari pajak, dan adanya transaksi yang direkayasa agar 
menimbulkan biaya atau kerugian. Sebaliknya suatu transaksi digolongkan 
sebagai acceptable tax avoidance apabila memenuhi karakteristik antara lain 
bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dan benar dengan maksud 
daripada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan transaksi yang 
direkayasa. 
D. Political Connection dan Tax avoidance 
Leuz dan Gee (2006) menyatakan dalam menyusun strategi bersaing, 
perusahaan harus mampu mencari dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan 
bisnis, salah satunya melalui koneksi politik. Koneksi politik diyakini sebagai 
suatu hal yang sangat berharga bagi beberapa perusahaan, sebab perusahaan 
berkoneksi politik memiliki cara-cara tertentu melalui ikatan secara politik untuk 
memperoleh keuntungan atau kemudahan. Salah satunya dapat menjadi ruang 
untuk melakukan penghindaran pajak. Faccio (2006) menyatakan dorongan 
perusahaan untuk memiliki koneksi politik telah mendapat perhatian khusus dari 
para pengamat ekonomi karena adanya indikasi perlakuan istimewa dari 
pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau 
orang yang memegang posisi penting di dalam pemerintahan. 
Menurut Butje dan Tjondro (2014) perusahaan yang memiliki koneksi 
politik lebih memungkinkan untuk melakukan tax avoidance dibandingkan 
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dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini dimungkinkan 
karena perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mengantongi banyak 
keuntungan, mulai dari perlindungan dari pemerintah, kemudahan untuk 
memperoleh pinjaman, termasuk juga dalam hal pemeriksaan pajak rendah 
sehingga membuat perusahaan semakin agresif dalam menekan kewajiban pajak. 
Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara ilmu politik dan ilmu 
ekonomi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling 
memiliki keterkaitan satu sama lain. Simbiosis keduanya dapat dilihat secara 
gamblang dengan cara, mencermati bentuk keputusan-keputusan atau aturan-
aturan pemerintah dalam kaitanya dengan sistem politik atau sistem ekonomi 
pemerintah yang bersangkutan (Hardianti, 2014). 
E. Multinational Company dan Tax avoidance 
Dewasa ini tingkat pertumbuhan ekonomi semakin mendorong perusahaan 
untuk melakukan perluasan usaha tidak hanya dalam lingkup domestik, tetapi juga 
berupaya untuk beroperasi di lintas negara dengan membuka cabang baru 
sehingga akan menjadi perusahaan skala global. Menurut Hidayah (2015) 
perusahaan yang beroperasi lintas negara adalah perusahaan multinasional. Suatu 
perusahaan yang tergolong dalam perusahaan multinasional, dihadapkan dengan 
berbagai macam jenis pajak. Perbedaan tarif pajak internasional adalah bukan lagi 
sesuatu yang tabu. Sehingga negara-negara dengan perusahaannya yang kurang 
maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara 
dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi 
(Marfuah dan Azizah, 2014). 
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Jenis perusahaan seperti ini memungkinkan dilakukannya praktik tax 
avoidance yang lebih intens, sebab perusahaan multinasional bisa saja melakukan 
transfer pricing ke cabang perusahaan yang berada di negara lain dengan tarif 
pajak yang lebih rendah. Pada umumnya, perusahaan multinasional akan 
memanfaatkan transfer pricing untuk memaksimalkan laba dengan cara menekan 
beban pajak. Cara yang digunakan dalam praktik transfer pricing adalah dengan 
memanfaatkan celah hukum yang berlaku disuatu negara. Praktik transfer pricing 
berkembang dengan melakukan permainan harga, transfer mispricing, yang 
kemudian berkembang menjadi trade mispricing (Karomatunnisa, 2016). 
Bagi pihak pemerintah, transfer pricing dipercaya akan mengakibatkan 
berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan 
multinasional cenderung menggeser kewajiban pajaknya ke negara-negara yang 
menetapkan tarif rendah (Marfuah dan Azizah, 2014). Sementara di pihak para 
pelaku bisnis, perusahaan cenderung berupaya untu menimalkan biaya-biaya, 
salah satunya dengan meminamilisir pembayaran pajak perusahaan. 
F. Corporate Governance 
Good Corporate Governance diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses 
yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan 
nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. 
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan 
hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan 
arahkinerja perusahaan (Haruman, 2008). Dapat disimpulkan bahwa Corporate 
Governance adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan 
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perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang 
kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai 
perusahaan.  
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip pokok GCG diterapkan 
dalam setiap aspek bisnis dan di semua elemen yang ada di perusahaan. Prinsip 
tersebut yakni : 
1. Transparansi (Transparency) 
Transparansi memiliki hubungan dengan kualitas informasi yang diberikan 
oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas 
informasi yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut 
untuk menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu, akurat, dan dapat 
dibandingkan dengan indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik 
secara terbuka, benar, kredibel dan tepat waktu dapat memudahkan untuk menilai 
kinerja dan resiko yang akan dihadapi perusahaan.  
2. Kewajaran (Fairness) 
Prinsip kewajaran (fairness) menekankan pada jaminan perlindungan hak 
para pemegang saham, termasuk hak pemegang saham minoritas dan para 
pemegang saham asing serta perlakuan setara terhadap semua investor. Praktek 
kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum DNA peraturan serta penegakan 
yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. 
  
34 
 
3. Akuntabilitas (Accountability) 
Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang dapat 
mengendalikan hubungan antara elemen yang ada di perusahaan. Akuntabilitas 
dibutuhkan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah keagenan yang 
dapat timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh 
komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong 
seluruh elemen perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak 
kewajibannya. 
4. Responsibilitas (Responsibility) 
Responsibilitas menekankan pada adanya suatu sistem yang jelas untuk 
mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham 
dan pihak lainnya yang berkepentingan. Responsibilitas juga berkaitan dengan 
kewajiban perusahaan dalam mematuhi semua peraturan dan hukun yang berlaku. 
Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada ini dapat menghindarkan dari sangsi, baik 
sangsi hukum ataupun sangsi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan 
mereka. 
Dewan komisaris merupakan komisaris yang bukan berasal dari pihak 
terafiliasi. Pengertian terafiliasi merupakan pihak yang memiliki hubungan bisnis 
dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan 
dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komite Audit berperan 
dalam CG, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan 
baik, melaksanakan, pengawasan dengan baik terkait penyajian laporan keuangan 
dan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai peraturan 
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yang berlaku sehingga dapat terhindar dari tindakan tax avoidance (Fadhila, 
2014). 
G. Pajak Dalam Perspektif Islam 
Pengertian pajak dalam islam, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah 
SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos 
pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak 
ada uang atau harta (Qadim, 2002). Definisi yang dikemukakan Abdul Qadim 
lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi yang 
dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu: 
a. Diwajibkan oleh Allah Swt. 
b. Obyeknya harta 
c. Subyeknya kaum muslim yang kaya. 
d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka. 
e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera 
diatasi oleh Ulil Amri. 
Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama, alasan utamanya 
adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk 
membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, 
maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga 
suatu kewajiban. Adapun beberapa ayat untuk diperbolehkannya pajak: 
اُىبَبتَْسيَهبَجَو ْْمَل  ُْمث ِْهِلىُسَزَو ِْ  للِّبب اُىىَمآ َْهيِر لا َْنُىىِمْؤُمْلا بَم وِإ 
ْ  ۚ  ِْ  للّبَِكئ
ََٰلُوأُمَُهوُىقِدب  صلا ِْلِيبَس ِيف ْْمِهُِسفَْوأَو ْْمِهِلاَىَْمِأب اُود 
Terjemahnya: 
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”Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak 
ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka 
pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”. (Q.S Al Hujurat: 
15) 
 
Menurut Quraish Shihab terkait surah Al Hujurat:15 “Sesungguhnya 
orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati 
mereka  
terhadap apa yang diimaninya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. 
Hanya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman.” Hal itu karena jihad 
membuktikan benar dan kuatnya iman mereka. Sebaliknya, orang yang tidak kuat 
berjihad, maka yang demikian menunjukkan imannya lemah. Dalam ayat tersebut 
Allah Subhaanahu Wa Ta'aala mensyaratkan iman mereka dengan tidak ragu-
ragu, karena iman yang bermanfaat adalah keyakinan yang pasti kepada apa saja 
yang diperintahkan Allah untuk diimani. Dimana hal itu tidak dicampuri oleh 
keraguan sedikit pun, yang membenarkan iman mereka dengan amal mereka yang 
baik. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku beriman, mengerjakan 
kewajiban dan lawazim (yang menjadi bagiannya), maka dialah yang benar 
imannya atau mukmin yang hakiki. 
ِيف ْْمُكُِسفَْوأ َْو ْْمُكِلاَىَْمِأب اُودِهبَجَو ًْلَبِقثَو بًفَبفِخ اوُسِفْوا 
ْ  ۚ  َْنىَُملَْعت ُْْمتْىُك ْْنِإ ْْمَُكل  ْسْيَخ ْْمُكِل
ََٰذ ِْ  اللّ ِْليِبَس  
Terjemahannya: 
“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa 
berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang 
demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Q.S At 
Taubah: 41) 
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Pandangan Quraish Shihab mengenai surah At Taubah: 41, “Hai orang-
orang mukmin, apabila datang seruan untuk berjihad, sambutlah seruan itu, baik 
secara pribadi maupun kelompok sesuai dengan keadaan masing-masing, dengan 
semangat tempur dan kekuatan senjata. Hal tersebut menjelaskan bahwa 
berjihadlah dengan harta dan jiwa untuk meninggikan agama Allah, karena dalam 
berjihad terdapat kekuatan dan kebaikan bagi kalian, apabila kalian 
mengetahuinya dengan baik dan benar. Berjihad dengan jiwa dan harta lebih baik 
dari berdiam di tempat, karena di sana terdapat keridhaan Allah, memperoleh 
derajat yang tinggi di sisi-Nya, membela agama Allah, dan masuk ke dalam 
barisan tentara-Nya.  
Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mengambil harta 
sebagai pajak diperbolehkan. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim 
karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah 
kerugian yang akan terjadi, sementara perbendaharaan negara tidak cukup dan 
tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian 
diperbolekan untuk memungut pajak. 
H. Corporate Governance Dalam Perspektif Islam 
Di dalam Islam hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan 
direksi, diwujudkan dalam salah satu prinsip Islam, yaitu komunikatif. Semua 
pihak terlibat harus mampu membangun dan menjalin komunikasi yang efektif 
demi tercapainya tujuan organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan, salah satunya 
dengan mengompilasi laporan keuangan yang andal sehingga tidak terjadi 
asimetri informasi. 
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Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah : 
1. Qawlan sadida  
Kata qawlan sadida yang pertama adalah perintah sesudah taqwa. Qawlan 
sadida berarti ucapan yang jujur, tidak bohong, agar kita tidak meninggalkan 
keturunan yang lemah. Al-Qur’an menyuruh kita selalu berkata benar dan anak-
anak dilatih berkata jujur. Karena kejujuran melahirkan kekuatan, sementara 
kebohongan mendatangkan kelemahan. Kemudian kata qawlan sadida yang 
kedua berarti perkataan yang adil dan benar adalah perintah Allah kepada 
manusia dalam urusan anak yatim. 
لَوْ  ۚخَيْ  َۚش َنيِرَّلٱ ىَلْ  ۚ ْاىُكَسَت نِمْ  ۚ لَخْ  ۚمِهِفْ  ۚ ةَّيِّزُذْ  ۚ اًفََٰعِض ْاىُفاَخ يَلَعْ  ۚمِهْ  ۚ 
لَفْ  ْۚاىُقَّتَي َهَّللٱ لَوْ  ْۚاىُلىُقَي ىَقْ  ۚلْ  ۚا ِدَساّديْْ٩ 
Terjemah: 
 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar. QS. An-Nisaa’: 9 
 
َٰي ْۚاَهُّيَأ َنيِرَّلٱ ْاىُنَماَء ْاىُقَّتٱ َهَّللٱ ْاىُلىُقَو ىَقْ  ۚلْ  ۚا ِدَسديْ  ۚاْْ٠٧ْ
Terjemah: 
 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzaab: 70) 
 
2. Qawlan baligha  
Baligha dalam ayat tersebut berarti sampai pada sasaran atau mencapai 
tujuan. Bila dikaitkan dengan qawlan (ucapan atau komunikasi), maka qawlan 
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baligha berarti fasih, jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkan apa yang 
dikehendaki. 
َٰلِوُأ َْۚكِئ َنيِرَّلٱ عَيْ  ُۚمَل ُهَّللٱ اَم يِف مِهِبىُلُقْ  ۚ عَأَفْ  ۚضِزْ  ۚ نَعْ  ۚمُهْ  ۚ ظِعَوْ  ۚمُهْ  ۚ 
لُقَو مُهَّلْ  ۚ يِف ْۚ مِهِسُفنَأْ  ۚ ىَقْ  َۚلْ  ۚا غيِلَبْ  ۚاْْ٣٦ْ
Terjemah: 
 
“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam 
hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 
pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa 
mereka.” (QS. An-Nisaa’: 63.) 
 
3. Qawlan maysura  
Perkataan atau ucapan yang pantas pada ayat tersebut berkonteks pada 
keluarga dekat, orang miskin serta para musafir. Sedangkan kata qawlan 
maysura pada ayat tersebut menurut Al-Marighi adalah perkataan lunak dan 
baik, kalaupun memberi janji, janjikanlah kepada mereka janji yang tidak 
mengecewakan hati. 
عُت اَّمِإَوْ  َّۚنَضِز نَعْ  ُۚمُه بٱْ  ۚاَغِت َْۚء حَزْ  ۚةَمْ  ۚ نِّم َكِّبَّز سَتْ  ۚاَهىُج لُقَف مُهَّلْ  ۚ 
ىَقْ  ۚلْ  ۚا يَّمْ  ۚزىُسْ  ۚاْْ٨٢ْ
Terjemah: 
 
“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan 
yang pantas.” (QS. Al-Israa’: 28) 
I. Rerangka Pikir 
Teori Theory of planned behavior (TPB) berusaha untuk menjelaskan dan 
memprediksi perilaku manusia dalam konteks tertentu. Theory of Plannend 
Behavior mengemukakan bahwa pembentuk perilaku adalah adanya niat 
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seseorang untuk berperilaku. Seseorang bertindak patuh atau tidak terhadap pajak 
setelah sebelumnya terdapat keinginan terlebih dahulu dalam dirinya. Apabila 
dikaitkan dengan masalah perpajakan, perusahaan melakukan praktik pajak 
dikarenakan ada niat sebelum melakukan Tax Avoidance.  
Penghindaran pajak ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah, sebab 
hal tersebut otomatis akan menekan penerimaan pajak. Perusahaan yang memiliki 
koneksi politik terkadang memanfaatkan hubungannya dengan pemerintah untuk 
memperoleh keuntungan tersendiri, termasuk dalam hal penghindaran pajak. 
Namun beberapa peneliti membuktikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik 
justru dipercaya tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak. Artinya, 
semakin perusahaan memilik koneksi politik, maka penghindaran pajak yang 
dilakukan justru akan menurun. Berbeda dengan perusahaan skala global yang 
kemungkinan besar akan melakukan transfer pricing ke cabang perusahaan di 
negara yang memiliki tarif pajak rendah untuk sebagai bentuk untuk 
meminimalisir beban pajak.  
Dengan adanya Corporate Governance diharapkan dapat menekan atau 
memperlemah Political Connection dan Multinational Company sehingga tingkat 
terjadinya Tax Avoidance menurun. Dengan adanya teori kepatuhan (compliance 
theory) dapat memperkuat Corporate Governance dalam memperlemah Political 
Connection dan Multinational Company sehingga tingkat terjadinya Tax 
Avoidance menurun. Teori kepatuhan (compliance theory) ini memiliki makna 
untuk mematuhi aturan yang ada ataupun mematuhi aturan pemerintah. 
Berdasarkan rerangka pikir yang telah dijelaskan, maka penelitian ini akan 
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menganalisis hubungan antara koneksi politik dan perusahaan multinasional atas 
penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka model rerangka pikir 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 2.1  
Rerangka Pikir 
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Multinational Company 
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Corporate Governance 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang 
dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena tertentu menggunakan data-data 
numerik kemudian dianalisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif 
dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga 
menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun 
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 
berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif ini 
adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 
status dari subjek yang diteliti (Kuncoro, 2013:12). 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 80). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. 
2. Sampel 
Sampel adalah seperangkat pengamatan pada file kerja yang akan 
dimasukkan dalam tampilan data dan saat kita melakukan prosedur statistik 
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(Sarwono dan Hendra, 2014: 24). Teknik pengumpulan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik puposive sampling, yaitu penentuan sampel 
dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. 
Adapun kriteria dalam penentuan sampel berdasarkan teknik purposive 
sampling antara lain: 
a) Perusahaan tersebut termasuk dalam perusahaan yang listing di BEI. 
b) Perusahaan konsisten menerbitkan laporan keuangannya dan telah diaudit 
oleh auditor independen dari tahun 2014-2017. 
c) Perusahaan yang memperoleh laba dari tahun 2014-2017. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
dokumen berupa laporan keuangan perusahaan yang tergolong BUMN dan 
multinasional dari tahun 2014-2017. 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh melalui pihak lain atau secara tidak langsung. Data sekunder tersebut 
berupa laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN yang listing di BEI dan  
multinasional. Data diperoleh dari BEI yang dapat diakses langsung melalui 
website BEI (www.idx.co.id) dan website resmi dari masing-masing perusahaan 
multinasional. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode dokumentasi dengan cara melihat laporan keuangan perusahaan dari tahun 
2014-2017 yang dikumpulkan melalui akses langsung pada website 
www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan multinasional. 
Selain itu, memperoleh informasi yang dikaji melalui literatur-literatur berkaitan 
dengan permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik media cetak 
maupun elektronik. 
E. Teknik Analisis Data 
Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang 
akan dibuat baik sendiri maupun secara kelompok. Tujuan analisis deskriptif 
untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti 
(Riduwan dan Sunarto, 2011: 38). 
2. Uji Asumsi Klasik 
Dalam menggunakan regresi berganda, pengujian hipotesis harus 
menghindari adanya kemungkinan penyimpangan asumsi-asumsi klasik. Tujuan 
pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator 
atas variabel terikat tidak bias (Maryati, 2001: 181). 
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a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). 
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 
tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 
residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 
statistik. Penelitian ini menggunakan kedua uji tersebut untuk menguji 
kenormalan data. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual 
adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Pada penelitian ini 
digunakan uji normalitas dengan uji statistik nonparametric Kolmogorov-Smirnov 
(K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: Apabila nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya data residual terdistribusi tidak normal. 
Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka H0 tidak ditolak. Artinya data 
residual terdistribusi normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
Pengujian multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah ada 
korelasi yang erat antar variabel bebas (Maryati, 2011: 181). Multikolinearitas 
dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai 
tolerance = 0,10 dan nilai VIF = 10, maka menunjukkan adanya 
multikolinearitas. Penanggulangan multikolinearitas dapat diatasi dengan cara 
46 
 
mengeluarkan salah satu variabel, yaitu variabel yang memiliki r rendah 
(Maryati, 2001: 181). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas  digunakan  untuk mengetahui  apakah  terjadinya 
penyimpangan  model  karena  gangguan varian  yang  berbeda  antar  observasi  
satu ke observasi lain.  Untuk  menguji heteroskedastisitas  dengan melihat 
Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 
dengan risidualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 
antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 
dan sumbu X adalah risidual. Cara lain yang dapat digunakan untuk uji 
heteroskedastisitas adalah dengan uji Park. Uji ini dilakukan dengan 
meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 
Jika tingkat signifikannya di atas 0,005 maka model regresi tidak mengandung 
adanya heteroskedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, 
maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 
karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 
observasi lainnya. Penelitian ini akan mendeteksi autokorelasi dengan Uji Runs 
Test. 
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Runs test sebagai bagian dari statistik non–parametrik dapat digunakan 
untuk menguji apakah residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual 
tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau 
random. Runs test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara 
random atau tidak (sistematis) (Ghozali, 2013). 
3. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian  hipotesis terhadap  pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen  dilakukan  dengan  meggunakan  analisis  regresi  linier 
berganda. Analisis  regresi  digunakan  untuk  memprediksi  pengaruh  lebih  dari  
satu variabel bebas terhadap  satu  variabel  tergantung,  baik  secara  parsial  
maupun simultan. Analisis ini untuk menguji hipotesis 1 sampai 4. 
Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen yaitu : 
 Y= α + β1X1 + β2X2 + e  
Keterangan :  
Y   =  Tax Avoidance 
α      =  Konstanta  
X1 =  Political Connection 
X2 =  Multinational Company 
β
 1-β 2 =  Koefisien regresi berganda 
 e        =  error term 
b. Moderated Regression Analysis (MRA) 
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Untuk menguji variabel moderating, digunakan Uji Interaksi. Uji interaksi 
atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan 
aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya me-
ngandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Bentuk 
persamaannya adalah sebagai berikut : 
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X1M+ β4X2M + e 
Keterangan :  
Y    =  Tax Avoidance 
α   =  Konstanta  
X1  =  Political Connection 
X2  =  Multinasional Company 
M  =  Corporate Governance 
X1M – X2M = Interaksi antara Political Connection, Multinational 
Company dengan Corporate Governance. 
β
 1-β 4   =  Koefisien regresi berganda 
e    =  error term 
Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi 
secara parsial (t-test): 
1. Analisis Koefisien Determinasi 
 Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur se-
berapa jauh kemampuan  model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 mempunyai 
interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendeteksi 1) 
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berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuh-
kan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 bernilai kecil ber-
arti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat ter-
batas. Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah: a) Jika Koefisien 
determinasi mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen tidak kuat, b) Jika Koefisien determinasi mendekati satu (1) 
berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat. 
2. Uji Simultan ( Uji F )  
 Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas 
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis 
dapat diukur dengan syarat:   
a) Membandingkan Fhitung dan Ftabel 
Jika Fhitung > Ftabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel in-
dependen secara bersama-sama mempengaruhi  variabel dependen secara 
signifikan. Sedangkan jika Fhitung < Ftabel maka hipotesis ditolak. Artinya 
variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel 
dependen secara signifikan. 
b) Melihat probabilities values  
Probabilities value > derajat keyakinan (0,05) maka hipotesis ditolak. 
Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mem-pengaruhi 
variabel dependen secara signifikan. Sedangkan probabilities value < derajat 
keyakinan (0,05) maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara 
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
51 
 
3. Uji Regresi Secara Parsial 
 Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna me-
nunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel 
dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel in-
dependen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pe-ngaruh 
variabel dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel 
dependen, dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig masing-
masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,05. Ber-
dasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: a) Jika probabilitas > 0,05, maka 
hipotesis ditolak, b) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Bursa Efek indonesia (BEI) 
Bursa efek merupakan sebuah pasar yang berhubungan dengan penjualan 
dan pembelian efek perusahaan yang sudah terdaftar pada bursa efek tersebut. 
Bursa efek dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan untuk 
perusahaan dan pemerintah. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock 
Exchange (IDX) merupakan suatu penggabungan dari Bursa Efek Surabaya (BES) 
dan Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 
Bursa Efek Surabaya dengan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham untuk 
efektivitas operasional dan transaksi. Hasil dari penggabungan Bursa tersebut 
mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Adapun visi dan misis dari 
Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Visi 
Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia 
b. Misi  
1) Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui 
pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, 
efisiensi biaya serta penerapan good governance. 
2) Core Values = Teamwork, Integrity, Professionalism, Service 
Excellence 
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3) Core Competencies = Building Trust, Integrity, Strive for Excellence, 
Customer Focus 
 
2. Perusahaan Manufaktur 
Perusahaan manufaktur merupakan suatu cabang industri yang 
mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk mentransformasi 
bahan mentah menjadi suatu produk jadi yang siap untuk dijual. Suatu perusahaan 
dapat dikatakan sebagai perusahaan manufaktur apabila melalui tahapan input – 
proses – output sehingga menghasilkan suatu produk. Karakteristik utama industri 
manufaktur adalah mengelola sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu 
proses pabrikasi. Ada tiga kegiatan utama dalam aktivitas perusahaan yang 
tergolong dalam kelompok industri manufaktur yaitu: 
a. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan buku 
b. Kegiatan pengolahan atau perakitan atau pabrikasi atas bahan baku menjadi 
bahan jadi 
c. Kegiatan memasarkan atau menyimpan barang jadi 
Ketiga kegiatan utama tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan 
perusahaan pada industri manufaktur. Dari segi produk yang dihasilkan, aktivitas 
manufaktur mencakup berbagai jenis usaha diantaranya yaitu:  
a. Aneka Industri = Mesin dan Alat Berat, Tekstil dan Garmen, Sepatu dan Alas 
Kaki Lain, Kabel, Otomotif dan Komponennya, Perakitan, Barang Elektronika. 
b. Aneka Barang Konsumsi = Farmasi, Rokok, Kosmetik. 
c. Industri Dasar dan Kimia = Logam, Kimia, Semen, Keramik, Porselen, Kaca, 
Plastik dan Kemasan, Pulp dan Kertas. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2017. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling sebagai syarat yang harus 
dipenuhi untuk menjadi sampel penelitian. Proses seleksi sampel berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:  
Tabel 4.1  
Prosedur Pemilihan Sampel 
No.  Kriteria Jumlah 
1 Perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2014-2017 
161 
2 Perusahaan manufaktur konsisten menerbitkan 
laporan keuangannya dan telah diaudit oleh 
auditor independen dari tahun 2014-2017 
(97) 
3 Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba 
dari tahun 2014-2017 
(55) 
 Jumlah sampel awal 9 
 Tahun pengamatan 4 
 Jumlah sampel Akhir 36 
Sumber: data sekunder yang diolah (2018) 
 Berdasarkan penjelasan diatas jumlah laporan keuangan yang digunakan 
sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 laporan keuangan yang berasal 
dari 9 perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 4 
tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Perusahaan yang menjadi 
sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Daftar Nama Perusahaan Sampel 
No Kode Nama Perusahaan 
1 AMFG ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk 
2 IPOL INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk 
3 NIKL LATINUSA Tbk 
4 ACES ACE HARDWARE INDONESIA Tbk 
5 BISI BISI INTERNATIONAL Tbk 
6 ADES AKASHA WIRA INTERNATIONAL 
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7 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 
8 UNVR UNILEVER 
9 INCI INTANWIJAYA INTERNATIONAL Tbk 
Sumber: data sekunder yang diolah (2018)  
3. Perusahaan BUMN 
Perumnas adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk 
Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh 
Pemerintah. Perumans didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan 
perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah.  
Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988, dan 
disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15Tahun 2004 tanggal 10 Mei 
2004. Sejak didirikan tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai 
pioneer dalam pnyediaan perumahan dan permukiman bagai masyarakat 
berpenghasilan menengah ke bawah. 
Melalui konsep pengembangan skala besar, Perumnas berhasil 
memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kawasan permukiman dan 
kota-kota baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai BUMN pengembang 
dengan jangkauan usaha nasional, Perumnas mempunyai 7 wilayah usaha 
Regional I sampai dengan VII dan Regional Rusunawa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2017. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling sebagai syarat yang harus 
dipenuhi untuk menjadi sampel penelitian. Proses seleksi sampel berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:  
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Tabel 4.3  
Prosedur Pemilihan Sampel 
No.  Kriteria Jumlah 
1 Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2014-2017 
20 
2 Perusahaan BUMN konsisten menerbitkan laporan 
keuangannya dan telah diaudit oleh auditor 
independen dari tahun 2014-2017 
(7) 
3 Perusahaan BUMN yang memperoleh laba dari 
tahun 2014-2017 
(6) 
 Jumlah sampel awal 7 
 Tahun pengamatan 4 
 Jumlah sampel Akhir 21 
Sumber: data sekunder yang diolah (2018) 
 Berdasarkan penjelasan diatas jumlah laporan keuangan yang digunakan 
sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 laporan keuangan yang berasal 
dari 7 perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 4 
tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Perusahaan yang menjadi 
sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Daftar Nama Perusahaan Sampel 
No Kode Nama Perusahaan 
1 IPOL INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk 
2 PTPP PP PERSERO Tbk 
3 WSKT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk 
4 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 
5 KAEF KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk 
6 INAF INDOFARMA 
7 KRAS KRAKATAU STEEL 
Sumber: data sekunder yang diolah (2018)  
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B. Hasil Penelitian  
1. Analisis Deskriptif Variabel  
Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 
data penelitian secara statistik kepada pada pembaca laporan atas variabel-variabel 
independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel-variabel 
independen dalam penelitian ini adalah Political Connection dan Multinational 
Company. Variabel moderating dalam penelitian ini yaitu Coorporate 
Governance. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Tax 
Avoidance.  Informasi yang terdapat dalam statistik deskriptif berupa nilai 
minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (standard 
deviation). Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 
20: 
Tabel 4.5 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Political Connection 56 .00 1.00 .5000 .50452 
Multinational 
Company 
56 .00 1.00 .6429 .48349 
Tax Avoidance 56 .01 .61 .2498 .11474 
Corporate 
Governance 
56 .33 .80 .3985 .12361 
Valid N (listwise) 56     
Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
Tabel 4.5 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel 
penelitian. Variabel political connection dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan variabel dummy, dengan membandingkan perusahaan yang 
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memiliki koneksi politik (political connection). Apabila perusahaan memiliki 
koneksi politik akan diberi nilai 1 sedangkan perusahaan yang tidak memiliki 
koneksi politik diberi nilai 0. Hasil analisis deskriptif variabel political connection 
memiliki nilai minimum 0 yang berarti perusahaan tidak memiliki koneksi politik 
pada tahun tersebut, sedangkan nilai maksimum 1 menunjukkan bahwa 
perusahaan memiliki koneksi politik. Secara keseluruhan perusahaan dalam 
penelitian ini memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,5000 yang menunjukkan 
bahwa dari seluruh sampel perusahaan yang memiliki koneksi politik sebanyak 
50% dan sisanya tidak memiliki koneksi politik. Sedangkan nilai standar deviasi 
yaitu 0,50452, hal ini berarti terjadi koneksi politik perusahaan terhadap nilai rata-
ratanya sebesar 0,50452. 
Variabel multinational company dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan variabel dummy, dengan membandingkan perusahaan yang 
termasuk perusahaan multinasional (multinational company). Apabila perusahaan 
termasuk perusahaan multinasional akan diberi nilai 1 sedangkan perusahaan yang 
tidak termasuk perusahaan multinasional diberi nilai 0. Hasil analisis deskriptif 
variabel multinational company memiliki nilai minimum 0 yang berarti 
perusahaan tidak termasuk perusahaan multinasional pada tahun tersebut, 
sedangkan nilai maksimum 1 menunjukkan bahwa perusahaan termasuk 
perusahaan multinasional. Secara keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini 
memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,6429 yang menunjukkan bahwa dari 
seluruh sampel perusahaan yang termasuk perusahaan multinasional sebanyak 
64% dan sisanya tidak termasuk perusahaan multinasional. Sedangkan nilai 
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standar deviasi yaitu 0,48349, hal ini berarti terjadi perusahaan multinasional 
terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,48349. 
Nilai minimum Y (Tax Avoidance) adalah sebesar 0,01 sedangkan nilai 
maksimum adalah sebesar 0,61. Data tersebut memiliki nilai rata-rata 0,2498 yang 
menunjukkan bahwa Tax Avoidance memiliki jumlah yang cukup baik. Standar 
deviasi 0,11474 variabel Tax Avoidance yang melewati angka 0 memperlihatkan 
bahwa pengambilan data dalam penelitian ini cukup beragam. 
Nilai minimum M (Coorporate Governance) menunjukkan bahwa 
pertimbangan faktor Coorporate Governance adalah sebesar 0,33 sedangkan nilai 
maksimum adalah sebesar 0,80. Data tersebut memiliki nilai rata rata 0,3985 yang 
menunjukkan bahwa Coorporate Governance memiliki jumlah yang cukup baik. 
Standar deviasi 0,12361 variabel Coorporate Governance yang menjauhi angka 0 
memperlihatkan bahwa pengambilan data dalam penelitian ini cukup beragam.   
2. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk uji 
hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik dilakukan untuk 
melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier 
terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 
normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi 
secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian 
one sample kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka 
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yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos 
normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai 
signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 56 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation .09176098 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .122 
Positive .097 
Negative -.122 
Kolmogorov-Smirnov Z .910 
Asymp. Sig. (2-tailed) .379 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
       Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
 Berdasarkan hasil uji normalitas – one sample kolmogrov-smirnov dapat 
disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 
statistik menggunakan nilai Kolmogrov-smirnov yang ditunjukkan dengan nilai 
Asymp Sig yang diatas 0,05 yaitu sebesar 0,379, hal tersebut menunjukkan bahwa 
data terdistribusi normal. Selain uji normalitas dengan uji statistik melalui 
pengujian one sample Kolmogorov-smirnov, terdapat faktor lain yang dapat 
digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi normal yaitu dengan melihat 
grafik histogram. 
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Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram 
 
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk 
grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Berdasarkan grafik 
histogram dan uji statistik sederhana dengan kolmogorov-smirnov dapat 
disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa data dari variabel Political Connection, Multinational 
Company, Tax Avoidance, dan Coorporate Governance sudah berdistribusi 
normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
Pengujian multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah 
ada korelasi yang erat antar variabel bebas (Maryati, 2011: 181). Multikolinearitas 
dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai 
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tolerance = 0,10 dan nilai VIF = 10, maka menunjukkan adanya multikolinearitas. 
Penanggulangan multikolinearitas dapat diatasi dengan cara mengeluarkan salah 
satu variabel, yaitu variabel yang memiliki r rendah (Maryati, 2011: 181). 
Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau 
Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Multikoleniaritas 
Coefficientsa 
Model Collinearity 
Statistics 
Tolerance VIF 
1 
Political Connection .429 2.330 
Multinational 
Company 
.442 2.264 
Corporate 
Governance 
.957 1.045 
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 
                         Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
 Tabel 4.7 menujukkan bahwa nilai tolerance dari semua variabel 
lebih dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel tidak terdapat yang lebih besar dari 
10. Berdasarkan hasil uji multikolineritas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
persamaan model regresi yang diajukan layak untuk digunakan dan tidak terdapat 
masalah atau gejala multikolinieritas antar variabel. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan 
kepengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat 
dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser.  
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Uji heteroskedastisitas juga dilakukan dengan uji glejser, yaitu meregresi 
nilai absolute residual sebagai variabel dependen terhadap masing-masing 
variabel independen. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan 
dengan melihat nilai signifikansi hasil regresi, jika lebih besar dari 0,05 maka 
tidak terjadi heteroskedastisitas namun apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 
0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujiannya disajikan dalam tabel 
4.8 berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .114 .040  2.838 .006 
Political 
Connection 
.009 .024 .075 .368 .714 
Multinational 
Company 
.004 .025 .032 .161 .873 
Corporate 
Governance 
-.129 .066 -.268 -1.970 .054 
a. Dependent Variable: AbsUt 
Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
 Berdasarkan uji glejser yang telah dilakukan dari tabel 4.8, menunjukkan 
bahwa probabilitas untuk semua variabel independen memiliki tingkat signifikansi 
diatas tingkat kepercayaan 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi 
tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada tahun periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t- 1 (sebelumnya). Runs test sebagai bagian dari statistik 
non–parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah residual terdapat korelasi 
yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan 
bahwa residual adalah acak atau random. Runs test digunakan untuk melihat 
apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis) (Ghozali, 2013). 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Autokorelasi – Uji Runs Test 
Runs Test 
 Unstandardiz
ed Residual 
Test Valuea .01210 
Cases < Test Value 28 
Cases >= Test 
Value 
28 
Total Cases 56 
Number of Runs 22 
Z -1.888 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 
.059 
a. Median 
 Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
 Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Asymp. 
Sig. sebesar 0,059 lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05. Hal ini berarti 
bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 
3. Uji Hipotesis 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen 
(political connection dan multinational company) terhadap variabel dependen (tax 
avoidance), sedangkan untuk menguji hipotesis H3 dan H4 menggunakan analisis 
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moderasi dengan pendekatan uji interaksi atau Moderated Regression Analysis 
(MRA). Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan SPSS 20. 
a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2  
Pengujian hipotesis H1 dan H2 dilakukan dengan analisis regresi berganda 
pengaruh political conncetion dan multinational company terhadap tax avoidance. 
Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .597a .357 .333 .09373 
a. Predictors: (Constant), Multinational Company, Political Connection 
Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
 
 Nilai R2 (R Square) dari hasil uji koefisien determinasi digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar kemampuan dari variabel bebas (independent) dalam 
menerangkan variabel terikat (dependent). Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai 
R2 dari penelitian ini sebesar 0,357 atau 35,7%, hal ini berarti bahwa 35,7% wajib 
pajak melakukan penghindaran pajak pada perusahaan  yang terdaftar di BEI 
dipengaruhi oleh variabel political connection dan multinational company. 
Sedangkan 64,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.  
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Tabel 4.11 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression .258 2 .129 14.713 .000b 
Residual .466 53 .009   
Total .724 55    
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 
b. Predictors: (Constant), Multinational Company, Political Connection 
Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
 Tabel 4.11 menunjukkan bahwa F hitung sebesar 14,713 dengan 
probabilitas tingkat kesalahan lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0% < 5%. 
Di mana nilai F hitung (14,713) lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,74 yang 
diperoleh dari df1=3-1=2 dan df2=14-3=11. Hasil ini menunjukkan bahwa 
political connection dan multinational company secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 
Tabel 4.12 
Hasil Uji T – Uji Parsial 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .047 .043  1.095 .279 
Political Connection .204 .038 .896 5.424 .000 
Multinational Company .157 .039 .661 4.001 .000 
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 
Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
 Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai 
berikut:  
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Y = 0,047 – 0,204X1 – 0,157 X2 + e 
 Keterangan: 
Y  = Tax Avoidance 
α   = Konstanta  
X1  = Political Connection 
X2  = Multinasional Company 
β
 1-β 2   = Koefisien regresi berganda 
e  = error term 
Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: 
a) Nilai konstanta sebesar 0,047 mengindikasikan bahwa jika variabel 
independen (political connection dan multinational company) adalah nol maka 
tax avoidance akan mengalami kenaikan sebesar 0,047. 
b) Koefisien regresi variabel political connection (X1) sebesar 0,204 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan political connection akan 
menurunkan tax avoidance sebesar 0,204. 
c) Koefisien regresi variabel multinational company (X2) sebesar 0,157 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel profitabilitas 
akan menurunkan tax avoidance sebesar 0,157. 
Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1 dan H2) yang diajukan dapat 
dilihat sebagai berikut: 
1. Political connection berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax 
avoidance (H1)  
Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa variabel political connection 
memiliki nilai t hitung sebesar 5,424 lebih besar dari t tabel 1,796 (5,424 > 1,796) 
dengan probabilitas tingkat signifikansi 0,000 atau 0% lebih kecil dari tingkat 
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signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05 maka Ha diterima. Hal ini berarti political 
connection berpengaruh terhadap tax avoidance. Dengan demikian, H1 yang 
menyatakan political connection berpengaruh terhadap tax avoidance terbukti.  
2. Multinational Company berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax 
avoidance (H2)  
Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa variabel multinational 
company memiliki nilai t hitung sebesar 4,001 lebih besar dari t tabel 1,796 (4,001 
> 1,796) dengan probabilitas tingkat signifikansi 0,000 atau 0% lebih kecil dari 
tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05 maka Ha diterima. Hal ini berarti 
multinational company berpengaruh terhadap tax avoidance. Dengan demikian, 
H1 yang menyatakan multinational company berpengaruh terhadap tax avoidance 
terbukti.   
b. Hasil Uji Regresi Moderating dengan pendekatan Nilai Selisih Mutlak 
terhadap Hipotesis Penelitian H3 dan H4 
 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Mode
l 
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .670a .449 .394 .08935 
a. Predictors: (Constant), X2_M, Corporate Governance, Political Connection, 
Multinational Company, X1_M 
Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
 Hasil uji koefisien deteminasi pada Tabel 4.13 menunjukkan nilai R2 (R 
Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat 
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(dependent). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,449 hal ini 
berarti bahwa 44,9% yang menunjukkan bahwa tax avoidance dipengaruhi oleh 
variabel political connection, multinational company, dan corporate governance. 
Sisanya sebesar 55,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression .325 5 .065 8.140 .000b 
Residual .399 50 .008   
Total .724 55    
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 
b. Predictors: (Constant), X2_M, Corporate Governance, Political Connection, 
Multinational Company, X1_M 
Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
 Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8,140 
dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa 
variabel independen political connection, multinational company, dan corporate 
governance, secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi tax avoidance. 
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Tabel 4.15 
Hasil Uji t – Uji Parsial 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1.242 .553  -2.245 .029 
Political Connection 1.602 .540 7.044 2.967 .005 
Multinational Company 1.398 .551 5.893 2.537 .014 
Corporate Governance 3.643 1.551 3.924 2.348 .023 
X1_M -3.926 1.520 -6.623 -2.583 .013 
X2_M -3.529 1.548 -7.037 -2.280 .027 
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 
Sumber: Output SPSS 20 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.15 dapat digambarkan dengan persamaan regresi 
sebagai berikut:   
Y= -1,242 + 1,602X1 + 1,398X2 + 3,643M - 3,926X1M – 3,529X2M + e 
Keterangan:  
Y  = Tax Avoidance 
α   = Konstanta  
X1  = Political Connection 
X2  = Multinasional Company 
M  = Corporate Governance 
X1M – X2M = Interaksi antara Political Connection, Multinational 
Company dengan Corporate Governance. 
β
 1-β 4   = Koefisien regresi berganda 
e    = error termα = Kontanta 
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Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:  
a) Nilai konstanta sebesar -1,242 mengindikasikan bahwa jika variabel 
independen (political connection, multinational company, dan corporate 
governance dan interaksi variabel moderating dengan variabel independen) 
adalah nol maka tax avoidance akan mengalami penurunan sebesar -1,242. 
b) Nilai koefisien regresi variabel political connection pada penelitian ini 
sebesar 1,602 dapat diartikan bahwa ketika variabel political connection 
mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka tax avoidance akan 
mengalami peningkatan sebesar 1,602. 
c) Nilai koefisien regresi variabel multinational company pada penelitian ini 
sebesar 1,398 dapat diartikan bahwa ketika variabel multinational company 
mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka tax avoidance akan 
mengalami penurunan sebesar 1,398. 
d) Nilai koefisien regresi variabel coorporate governance pada penelitian ini 
sebesar 3,643 dapat diartikan bahwa ketika variabel corporate governance 
mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka tax avoidance akan 
mengalami peningkatan sebesar 3,643. 
 Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian (H3 dan H4) dapat 
dilihat sebagai berikut: 
1. Political connection berpengaruh terhadap tax avoidance dengan 
corporate governance sebagai variabel moderating 
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.15 
menunjukkan bahwa variabel moderating X1_M mempunyai t hitung sebesar -
73 
 
2.583 < t tabel 1,812 dengan koefisien understandardized sebesar -3,926 dan 
tingkat signifikansi 0,013 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis (H3) diterima. 
Hal ini menunjukkan bahwa variabel corporate governance mampu memoderasi 
hubungan variabel political connection terhadap tax avoidance. Jadi hipotesis 
pertama (H3) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima. 
2. Multinational Company berpengaruh terhadap tax avoidance dengan 
corporate governance sebagai variabel moderating  
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.15 
menunjukkan bahwa variabel moderating X2_M mempunyai t hitung sebesar -
2,280 < t tabel 1,812 dengan koefisien understandardized sebesar -3.529 dan 
tingkat signifikansi 0,027 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis (H4) diterima. 
Hal ini menunjukkan bahwa variabel corporate governance mampu memoderasi 
hubungan variabel multinational company terhadap tax avoidance. Jadi hipotesis 
pertama (H4) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima.  
 
C. Pembahasan Penelitian 
1. Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance 
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah political 
connection berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa political 
connection berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance sehingga 
hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini dikarenakan semakin luas koneksi politik 
suatu perusahaan maka akan semakin besar pula peluang peusahaan tersebut 
untuk melakukan penghindaran pajak. Tindakan pnghindaran pajak umunya juga 
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dilakukan berawal dari adanya niat perusahaan untuk melakukan hal tersebut. 
Sebagaimana dengan theory of planned behavior yang menyatakan bahwa adanya 
niat niat untuk berperilaku yang ditampilkan oleh individu. Perusahaan yang 
cenderung melakukan penghindaran pajak diawali dengan niat dari perusahaan 
tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Hardianti (2014) yang menyatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh 
perusahaan (BUMN) terbukti digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran 
pajak. Masih banyak pihak BUMN yang melakukan tindakan penghindaran pajak. 
Walaupun penghindaran pajak ini merupakan hal yang legal menurut hukum akan 
tetapi dengan melakukan penghindaran pajak ini dapat merugikan negara sehingga 
dapat berdampak pada tingkat penerimaan Negara dari sektor pajak.  
Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Mulyani et al (2014) yang dimana koneksi politik berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik yang berpengaruh negatif 
dan signifikan diduga karena dalam peraturan perpajakan diatur tentang transaksi 
dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No. 
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, perusahaan yang mayoritas 
sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah 
Daerah (BUMN/ BUMD) merupakan wajib pajak berisiko rendah berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. 
Hasil tersebut sejalan dengan penelitian dengan Dharma dan Ardiana 
(2016) menyatakan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 
75 
 
diduga karena perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh 
Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/ BUMD) merupakan 
wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
71/PMK.03/2010. 
2. Pengaruh Multinational Company terhadap Tax Avoidance 
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
multinational company berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa multinational 
company berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance sehingga 
hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional 
cenderung melakukan transfer pricing ke anak perusahaan, yang dimana hal 
tersebut dapat berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak. 
Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional muncul disebabkan 
oleh niat dari perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Hal 
tersebut sejalan dengan theory of planned behavior yang dimana teori tersebut 
menyatakan bahwa adanya niat dari individu yang cenderung untuk melakukan 
perilaku tertentu yang diperlihatkan oleh individu. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2015) 
yang menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi lintas negara cenderung 
untuk melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan denga 
perusahaan lintas domestic karena perusahaan lintas negara lebih mudah 
melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di negara lain, dimana negara 
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tersebut menarik tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara 
lainnya.  
Sentanu et al (2016) menyatakan bahwa sebagian besar transaksi yang 
terjadi antar anggota grup korporasi multinasional dapat dikategorikan dalam 
beberapa transaksi. Fenomena globalisasi ekonomi tersebut telah memunculkan 
perusahaan multinational. Lingkungan perusahaan multinasional dan 
konglomerasi serta divisionalisasi tersebut terjadi transaksi antar anggota divisi 
yang mencakup penjualan barang dan jasa, lisensi hak, dan harta tak berwujud 
lainnya, dan penyediaan pinjaman. 
Disaat dua syarat telah terpenuhi oleh sebuah perusahaan yakni apabila 
perusahaan terdapat hubungan istimewa dan telah melebihi dari harga kewajaran 
dalam proses transaksi maka suatu perusahaan multinational telah diindikasikan 
telah melakukan praktik transfer pricing. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 
hubungan istimewa sesuai dengan lampiran dalam peraturan Jenderal Pajak 
Nomor PER-22/PJ/2013, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap transfer 
pricing tersebut. 
3. Pengaruh Corporate Governance dalam memoderasi Political 
Connection terhadap Tax Avoidance 
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah corporate 
governance memoderasi political connection terhadap tax avoidance. Berdasarkan 
hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa corporate governance 
memoderasi political connection terhadap tax avoidance sehingga hipotesis ketiga 
(H3) diterima. Hal ini dikarenakan corporate governance (komisaris independen) 
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disini dapat membuat praktik penghindaran pajak dapat berkurang dikarenakan 
corporate governance (komisaris independen) dapat mengontrol manajemen 
perusahaan agar tindak penghindaran pajak dapat ditekan. Corporate governance 
(komisaris independen) bertujuan untuk memperlemah koneksi politik dalam 
melakukan penghindaran pajak. Dengan melemahnya pengaruh koneksi disini 
dapat membantu perusahaan dalam menghindari praktik penghindaran pajak yang 
dilakukan perusahaan apabila memiliki koneksi politik yang kuat. 
Hasil ini sejalan dengan compliance theory (teori kepatuhan) dimana teori 
ini menjelaskan bahwa teori ini yang menggambarkan suatu kondisi di mana 
seseorang taat terhadap pemerintah atau aturan yang berlaku. Dengan adanya teori 
ini dapat memperkuat corporate governance dalam menekan koneksi politik yang 
mempengaruhi penghindaran pajak. Teori kepatuhan disini memperkuat corporate 
governance yang dimana corporate governance (komisaris independen) disini 
akan membuat setiap perusahaan akan mematuhi peraturan pemerintah atau 
peraturan yang berlaku.  
Dengan adanya teori kepatuhan yang memperkuat corporate governance 
disini bertujuan dapat menekan atau memperlemah koneksi politik yang ada di 
perusahaan yang dapat membantu perusahaan untuk melakukan tax planning yang 
lebih agresif karena adanya perlindungan dari koneksi politik yang dapat 
berdampak pada menurunnya transparansi laporan keuangannya. Koneksi politik 
memungkinkan perusahaan untuk melakukan Tax Avoidance yang lebih tinggi, 
dimana perusahaan meminimalkan beban pajak sehingga kegiatan ini 
memunculkan resiko bagi perusahaan, baik denda ataupun buruknya reputasi 
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perusahaan dimata publik. Dengan adanya dewan komisaris (corporate 
governance) diharapkan mampu memastikan bahwa perusahaan telah 
menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat 
terhindar dari tindakan tax avoidance. 
4. Pengaruh Corporate Governance dalam memoderasi Multinational 
Company terhadap Tax Avoidance 
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
corporate governance memoderasi multinational company terhadap tax 
avoidance. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa 
corporate governance memoderasi multinational company terhadap tax avoidance 
sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hal ini dikarenakan corporate 
governance (komisaris independen) disini dapat membantu perusahaan dalam 
meminimalkan potensi terjadinya kecurangan ataupun tindakan yang menyalahi 
aturan. Corporate governance (komisaris independen) disini bertujuan dalam 
mengatur perusahaan multinational dalam melakukan pembayaran pajaknya. 
Perusahaan multinasional pada umumnya lebih besar kemungkinan untuk 
melakukan praktik penghindaran pajak. Disini corporate governance (komisaris 
independen) menekan atau memperlemah pengaruh perusahaan multinasional 
dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan adanya corporate 
governance (komisaris independen) dapat meminimalkan potensi tindak 
kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang akan berdampak 
pada praktik penghindaran pajak. 
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Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang dimana teori ini menjelaskan 
bahwa perusahaan harus patuh terhadap pemerintah atau aturan yang berlaku. 
Dengan adanya teori kepatuhan ini dapat memperkuat corporate governance agar 
dapat menekan atau memperlemah pengaruh dari perusahaan multinasional dalam 
melakukan praktik penghindaran pajak sehingga praktik penghindaran pajak 
menurun. Dengan teori kepatuhan yang memperkuat corporate governance disini 
akan membantu dalam menekan atau menurunkan praktik transfer pricing yang 
biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional. 
Konsep Corporate Governance muncul untuk meminimalkan potensi 
terjadinya kecurangan ataupun tindakan yang menyalahi aturan. Pelaksanaan 
Corporate Governance sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup 
perusahaan. Di sini dewan komisaris independen (corporate governance) dengan 
diperkuat oleh teori kepatuhan diharapkan dapat membantu perusahaan 
multinasional dalam memastikan bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan 
usahanya sebagaimana mestinya dan dengan mentaati peraturan yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengaruh political connection dan 
multinational company secara parsial maupun simultan terhadap tax avoidance 
pada perusahaan yang listing di BEI, diperoleh kesimpulan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Political connection berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax 
avoidance. Hal ini berarti semakin luas pengaruh political connection 
maka akan memengaruhi tax avoidance pada perusahaan yang listing di 
BEI. 
2. Multinational company berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax 
avoidance. Hal ini berarti semakin luas multinational company maka akan 
memengaruhi tax avoidance pada perusahaan yang listing di BEI. 
3. Variabel corporate governance merupakan variabel moderating yang 
dapat memoderasi political connection terhadap variabel tax avoidance. 
Hal ini berarti corporate governance dapat melemahkan pengaruh political 
connection terhadap variabel tax avoidance. 
4. Variabel corporate governance merupakan variabel moderating yang 
dapat memoderasi multinational company terhadap variabel tax avoidance. 
Hal ini berarti corporate governance dapat melemahkan pengaruh 
multinational company terhadap variabel tax avoidance. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam 
penelitian ini hanya mengkaji dua variabel independen yaitu political 
connection dan multinational company yang dimoderasi oleh variabel 
corporate governance, sedangkan masih terdapat banyak faktor rasional 
dan irasional lain yang mempengaruhi tax avoidance. 
2. Terdapat keterbatasan pada teknik pengumpulan data yang berupa data 
dokumen laporan keuangan perusahaan, di mana objek dalam penelitian 
ini adalah perusahaan yang listing di BEI yang memiliki beragam jenis 
perusahaan.  
 
C. Implikasi Penelitian 
 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, adapun implikasi 
dari penelitian yang telah dilakukan yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran 
yang diberikan melalui hasil penelitian agar mendapat hasil yang lebih baik, 
yaitu: 
1. Bagi pihak Dirjen Pajak selanjutnya sebaiknya dapat sebagai acuan dalam 
memperbaiki atau memperbarui regulasi mengenai praktik penghindaran 
pajak. 
2. Bagi pemegang saham atau para politikus yang ikut berpartisipasi dalam 
perusahaan dapat sebagai acuan dalam melakukan praktik penghindaran 
pajak yang semestinya dan tidak merugikan negara. 
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